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BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TERTIB BANGUNAN

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa agar kegiatan membangun, mengubah, memperluas

dan mengurangi bangunan gedung dapat di selenggarakan
secara tertib, tertata dan selaras dengan tata ruang wilayah,
maka setiap penyelenggaraan bangunan harus dilengkapi
Legalitas Bangunan Gedung;

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilengkapi
legalitas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin
keandalan keselamatan penghuni dan lingkungannya;

bahwa agar pelaksanaan tertib bangunan dan mekanisme
pemberian sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat dapat berjalan dengan efektif,
perlu diatur pedoman pelaksanaanya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib
Bangunan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);





















£.

1. Pemberian Surat Peringatan Tertulis Pertama dilaksanakan apabila
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian teguran lisan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi;

2. Pemberian Surat Peringatan Tertulis Kedua dilaksanakan apabila dalam
tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Peringatan Tertulis Pertama
sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dipatuhi;

3. Pemberian Surat Peringatan Tertulis Ketiga dilaksanakan apabila dalam
tenggang waktu 2 (dua) hari setelah Peringatan Tertulis Kedua
sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dipatuhi.

Pemberhentian sementara kegiatan dilaksanakan apabila dalam tenggang

waktu 1 (satu) hari setelah Peringatan Tertulis Ketiga sebagaimana

dimaksud pada huruf b angka 3 tidak dipatuhi;

Pemberhentian tetap kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

Pencabutan ijin sementara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

Pencabutan tetap ijin dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan

Pembongkaran dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Dalam hal pendirian bangunan gedung tidak sesuai dengan tata ruang dapat
diberikan sanksi administratif tidak secara berjenjang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Oktober 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 24 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 31





